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Regulast Harus Perluas Definisi Kripto

WARGA memantau grafik perkembangan aset kripto di

Mualang, beberapa wakiu lahu.*

JAKARTA, (PR).-

Anggola Steering Comml-
tee Indonesia Fintech Soclety
{IFSOC) Tirta Segara menye-
but, definisi kripto perlu di-
petluas melalui Rancangan
Undang-Undang Pengem-
bangan dan Pengnatan Sek-
tor Kevangan (PPSK).

“Saran kami perluas defini-
si aset kripto sebagai aset di-
gital yang bisa dibagi sebagai
aset keuangan dan nonke-
uangan, Kripto sebagai mata
uang akan diatur Bank Indo-
nesia, dan sebagai mata uang
investasi akan diatur di OJK
{Otoritas Jasa Kenangan),”
kata Tirta dalam media brief-
ing daring yvang dipantau di
Jalarta, Kamis {27/10/2022),
seperti dilansir Antara,

Saat ini di Indonesia, kripto

AR BOWD SUCIPTO SN TARR

hanya dapat digunakan seba-
gai komoditas investasi yang
perdagangannya diatur Ba-
dan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi
{Bappebti),

Lembaga lain seperti Ke-
menterian Komunikasi dan
Informatika (Kemenkominfo)
juga bhisa melakukan peng-
aturan untuk melindungi da-
ta pribadi pemegang kripto.

Definisi kripto perlu juga
ditentukan dengan melihat
perkembangan dunia, misal-
nya pada praktik di beberapa
negara vang sudah menjadi-
kan kripto sebagai mata
u.:ﬂng.

i samping itu, melalui
RUU PPSK, Tirta berharap
perdagangan aset kripto da-
pat didasarkan pada tingkat

risiko pembelinya agar ma-
syarakat tidak sekadar mela-
kukan pembelian karena ter-
pengaruh influencer di media
sosial.

Independensi

Sementara itu, ekonom
dan anggota SC IFSOC A
Prasetyantoko  menyebut
RUU PSK perlu menjaga in-
dependensi otoritas di sektor
keuangan seperti Bank Indo-
nesia, OJK, dan Lembaga
Penjamin Simpanan (LPS),

Ta mencontohkan perlu
dipertimbangkan lagi terkait
perizinan orang yang berkai-
tan dengan partai politik ter-
tentu untuk menjadi guber-
nur Bank Indonesia dan ang-
gota dewan komisioner OJK.
(Huminea)®**
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